
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

'. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Privinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

8. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang
Perubaban Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2016 Nomor 253);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan
Barang/.Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor
1455);
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BAB I

KETENTUANUMUM
Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal

Abab Lematang llir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/utau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUKPELAKSANAAN
ALOKASIDANADESATAHUNANGGARAN2020

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir Nomor 7);
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8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pernerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa;

10. PemerintahPusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945;.

11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilanwilayahdan ditetapkan secara demokratis;

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Pennusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis;

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang
selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakanmasyarakat;

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa;

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajibanDesa;

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBNadalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
PerwakilanRakyat;

18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
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f SEKRETARISDAERAH
~ KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR,

SYAH{;AZlL ~
BERITADAERAHKABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIRTAHUN2020
NOMOR

~ fHERI AMALlNDO
Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal '.? .x.nvor-' 2020

Ditetapkan di Talang Ubi
,,~pada tanggal a. ..!al\UCln' 2020r BUPATl PENUKAL ABAB LEMATANG lLIi

~

BAB VIn

PENUTUP
Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir.

lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan Camat dapat
menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan
Kecamatan.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap :
a. pelaksanaan kegiatan;
b. laporan realisasi penggunaan ADD;

'(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi dasar penyempumaan kebijakan
dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 10
(1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan

kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADDyang
belum digunakan dimasukkan dalam APBDes tahun
berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.

(2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak
mendapatkan ADD untuk tahun berikutnya sampai
dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.
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arp HERI AMALINDO

f BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILiRt

~

c) rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah
KepalaDesa (rangkap 3);

d) fotocopybuku RekeningKas Desa yang masih aktif pada Bank Umum
setempat (rangkap 3). Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan
atas nama pribadi).

e) surat Pemyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang
ditandatangani dan distempel KepalaDesa (1 bermaterai cukup dan 2
rangkap bukan fotocopy);

f) laporan Realisasidan LaporanPertanggungjawabantahap sebelumnya
g) dilampirihasil Verifikasidan RekomendasiCamat.

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal
Abab Lematang llir mengajukan permohonan pencairan dana dengan
dilampiri persyaratan tersebut nomor 2 di atas kepada Kepala Badan
Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal
AbabLematangllir.

4. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke RekeningPemerintah Desa
di bank umum setempat.
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